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Kekerasan berbasis gender siber (KBGS) merupakan bentuk kekerasan berbasis 

gender yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan 

komunikasi. Meskipun banyak kasus yang terjadi, namun belum mendapatkan 

penanganan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaturan dan permasalahan penegakan hukum KBGS dalam sistem hukum di 

Indonesia melalui penanganan kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan 

penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KBGS belum 

mengakomodir secara spesifik dan komperhensif mengenai mekanisme 

penanganan KBGS yang berprespektif keadilan gender dengan baik. Dalam 

penanganan kasus-kasus KBGS memperlihatkkan belum ditegakkan dengan 

aturan yang sesuai dalam melindungi hak-hak korban sehingga cenderung 

merevictimisasi hingga mengkriminalisasi korban. Terdapat persoalan dalam 

struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang mengindikasikan 

belum berjalannya penegakan hukum dengan baik dalam mewujudkan keadilan 

dalam penanganan KBGS. Dengan demikian diperlukan adanya suatu pengaturan 

yang komperhensif hingga pembentukan peraturan turunannya. 
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REGULATION OF CYBER GENDER-BASED VIOLENCE (KBGS) AND 

ITS LAW ENFORCEMENT PROBLEMS IN THE LAW SYSTEM IN 

INDONESIA 

(Cyber Gender-Based Sexual Violence Case Study in Decision Number: 

785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, and Decision Number: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk in 

Bandar Lampung City) 
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Cyber gender-based violence (KBGS) is a form of gender-based violence that is 

carried out partially or completely with information and communication 

technology. Although many cases have occurred, they have not been handled 

properly. The purpose of this research is to find out the regulation and law 

enforcement problems of KBGS in the legal system in Indonesia through the 

handling of cases that occurred in the city of Bandar Lampung. This study uses 

normative juridical legal research methods and empirical juridical legal research. 

The results of this study indicate that various laws and regulations related to 

KBGS have not accommodated specifically and comprehensively the mechanism 

for handling KBGS with a gender equity perspective properly. In the handling of 

KBGS cases, it shows that proper rules have not been enforced in protecting the 

rights of victims so that they tend to revictimize and criminalize victims. There 

are problems in the legal structure, legal substance and legal culture which 

indicate that law enforcement has not been properly implemented in realizing 

justice in the handling of KBGS. Thus it is necessary to have a comprehensive 

arrangement to the formation of derivative regulations. 
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